BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- YO GTAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2-531 TAHUN 2024
TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAS

Menimbang

Mengingat

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai, perlu dilakukan perubahan Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2-531 Tahun 2024
tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);




4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-531

. Menetapkan

Tahun 2024 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

KESATU Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor 100.3.3.2-531 Tahun 2024 tentang Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu Atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
sebagai berikut:
SKPD Jabatan Lama Baru

Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam
Kebakaran

Bendahara Desi Arisanti Paulus Home Kabelen
Pengeluaran| NIP.198212302001 122003 | NIP.198009232009011012

KEDUA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati

Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-531 Tahun 2024 tentang
Bendahara  Penerimaan, Bendahara  Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai dan perubahannya dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal \@ Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA




